BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Disdukcapil Kabupaten Meranti
1. Profil Kabupaten Meranti
a. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten kepulauan Meranti secara giografis kabupaten
kepulauan meranti berada pada koordinat antara sekitar 0,42°30-
1,28°0”LU,dan 102°12°07-103’10°0”BT,dan terletak pada bagian
pesisir timur pulau Sumatra, dengan pesisir pantai yang berbatasan
dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk dalam daerah segi tiga
pertumbuhan ekonomi (Growth Triagle) Indonesia-Malaysia-Singapor
(IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland
kawasan free Trade Zone (FTZ) Batam — TJ.Balai karimun. Dalam
rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan
mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan Negara
tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten kepulauan
Meranti sangat potensial berfungsi sebagai gerbang lintas batas
Negara/ pintu Gerbang Internasional yang menghubungan dengan
Riau daratan dengan Negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk
melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi
sebagai kota pusat kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi
sebagai beranda depan Negara, pintu gerbang internasional, niaga dan
industri.

Luas kabupaten kepulauan Meranti adalah : 3707,84 km,
sedangkan luas kota selat panjang adalah 849,50 km.*
Batas Wilayah

Utara Selat Malaka, kabupaten bengkalis

Selatan Kabupaten Siak, Kabupaten pelalawan

Barat Kabupaten bengkalis

Timur Kabupaten Karimun, Provinsi kepulauan Riau

*0 http://Merantikab.go.id/sejarah-kabupaten meranti/ di akses pada tanggal 21 Juli 2017
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Pembagian Administratif
Secara administratif, kabupaten kepulauan Meranti terdiri dari

7 kecamatan dan 78 desa/kelurahan, adalah sebagai berikut:

1) Kecamatan Tebing Tinggi, ibu kota Selat panjang memiliki luas
kecamatan 849,50 dengan jumlah desa/kelurahan 9 desa
penduduknya 76.763 Jiwa.

2) Kecamatan Tibing Tinggi Barat, ibu kota Alai memiliki luas
kecamatan 586,83 dengan jumlah desa/kelurahan 11 desa
penduduknya 15.126 Jiwa.

3) Rangsang, ibu kota Tanjung Samak memiliki luas kecamatan
681,00 dengan jumlah desa/kelurahan 14 desa penduduknya
28.106

4) Rangsang Barat, ibu kota Bantar memiliki luas kecamatan 241,60
dengan jumlah desa 16 desa penduduknya 29.770.

5) Merbau, ibu kota teluk Belitung memiliki luas kecamatan 1.348,91
dengan jumlah desa/kelurahan 14 desa penduduknya 47.370.

6) Pulau Merbau, ibu kota Renak dungun memiliki desa 7 desa .

7) Tebing tinggi timur, ibu kota sungai tohor memilki desa 7 desa.

b. Sejarah Kabupaten Meranti
Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu
kebupaten termuda di provinsi Riau. Indonesia, dengan ibukotanya

Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan,

yaitu kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Rangsang,

Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Pulau Merbau, Merbau, Tasik

Putri Puyu dan Tebing Tinggi Timur. Ada pun nama Meranti diambil

dari nama gabungan” pulau merbau” pulau rangsang dan pulau tebing

tinggi. Pembentukan kabupaten meranti merupakan pemekaran dari
kabupaten bengkalis dibentuk pada tanggal 19 desember 2008. Dasar
hukum berdirinya kabupaten kepulauan Meranti adalah undang-

undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 januari 2009.
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Tuntutan pemekaran kabuapten kepulauan meranti sudah
diperjuangkan oleh masyarakat meranti sejak tahun 1957. Seruan
pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan
1990an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kewedanan
di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuanagn gigih
sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 juli 2005
dibentuklah badan perjuangan pembentukan kabuapten Meranti
(BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk
memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka
dituangkan dalam keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten bengkalis nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000
tanggal 17 juni 1999 tentang persetujuan terhadap pemekaran wilayah
kabupaten bengkalis, surat buapati bengkalis Nomor 135/TP/876
Tanggal 17 juni 1999, perihal dukungan terhadap pembentukan
kabuapeten kepualauan meranti, keputusan dewan perwakilan rakyat
daerah provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a Tanggal 9 juni 2008
prihal dukungan terhadap pembentukan kabuapten kepulauan Meranti.
Surat gubernur provinsi Riau nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 juni
2008 perihal dukungan terhadap pembentukan kabupaten kepualauan
meranti surat gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8
september 2008 prihal rekomendasi pembentukan kabuapaten
kepualauan meranti dan keputusan gubernur provinsi Riau Nomor
1396/1X/2008 tanggal 19 september 2008 tentang persetujuan
pemerintah provinsi Riau terhadap pembentuka kabupaten kepulaun
Meranti. Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah melakukan
pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan
pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember
2008 pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk kabupaten

kepulauan meranti di provinsi Riau.
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B. Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meranti

Dinas kependudukan dan catatan sipil merupakan unsur pelaksana
pemerintah daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil yang dipimpinj
oleh kepala dinas dan berkendudukan dibaawah dan bertanggung jawab
kepada bupati melalui seketaris daerah.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun Renstra 2016-2021 merupakan dokumen
perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok
dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta disusun dengan
memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kepulauan Meranti tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam
penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi
dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini
sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena akan menentukan
keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.
Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja,
karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang
memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin
dicapai.

Kartu tanda Penduduk (KTP) merupakan suatu keterangan atau tanda
bukti yang memiliki oleh sikap individu dimanapun ia berada, KTP
merupakan suatu identitas pribadi sesorang yang bermukim disuatu tempat,
berdasarkan keputusan prisiden No. 52 tahun 1997 pasal yang berbunyi setiap

penduduk yang berusia 17 tahun atau yang menikah atau yang pernah menikah
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wajib memilki kartu tanda penduduk (KTP), e-KTP elektronik adalah
dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengadilan baik
dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis data base
kependudukan nasional, penduduk haya diperolehkan memiliki satu KTP yang
tercantum nomor induk kependudukan (NIK), NIK merupakan identitas
tanggal setiap penduduk yang berlaku seumur hidup, No NIK yang ada di e-
KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, Surat izin
mengemudi (SIM), No poko wajib pajak (NPWP), sertufikat atas hak tanah
dan penerbitan dokumentasi lainnya.

Autentifikasi kartu identitas (6-id) biasanya menggunakan biometric
yaitu ferifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karaktristik fisik atau
tingkah laku manusia, ada banyaknjenis pengamanan dengan cara ini antara
lain sidik jari (Fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah dan bentuk gigi
pada e-KTP yang digunakan adalah sidik jari, Proyek e-KTP dilatar belakangi
oleh sistem pembuatan KTP konvensional dilndonesia yang memungkinkan
seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP, hal ini disebabkan bahwa
adanya basis terpadu yang menghimpun data-data penduduk dari seluruh
Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang berbuat curang

terhadap Negara.

C. Monografi
1. Kependudukan
Berdasarkan data pada tahun 2017, jumlah penduduk kecamatan
merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau berjumlah 10.511

jiwa untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini**

1 Sejarah data;Dokumentasi diambil dari arsip dikantor Disdukcapil kabupaten meranti
16 Juni 2017
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Tabel 4.1
Kependudukan
No Keadaan Penduduk Jumlah
1 Jumlah Kepala keluarga 2.895
2 Penduduk Laki-laki 5.298
3 Kependudukan perempuan 5.213

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah keseluruhan Kecamatan
Merbau 10.511 jiwa yang terdiri dari 2.895 kepala keluarga, penduduk
laki-laki berjumlah 5.298 jiwa, dan penduduk perempuan berjumlah 5.213
jiwa.
2. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Tingkat umur Jumlah
1 0-4 Tahun 1.020
2 5-9 Tahun 1.024
3 9-10 Tahun 1.055
4 11-19 Tahun 1.340
5 20-29 Tahun 1.287
6 30-39 Tahun 1.227
7 40-49 Tahun 1.098
8 50-59 Tahun 1.008
9 60-69 Tahun 995
10 70 tahun keatas 457

Jumlah 10.511

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dengan
tingkat umur 0-4 tahun berjumlah 1.020 jiwa penduduk dengan tingkat
umur 5-9 tahun berjumlah 1.024 jiwa, penduduk dengan tingakat umur 9-
10 tahun berjumlah 1.055 jiwa, penduduk dengan tingkat umur 11-19
tahun.

Berjumlah 1.340 jiwa, penduduk dengan tingkat umur 20-29 tahun
Berjumlah 1.287 jiwa, penduduk dengan tingkat umur 30-39 tahun
Berjumlah 1.227 jiwa, penduduk dengan tingkat umur 40-49 tahun
Berjumlah 1,098 jiwa, penduduk dengan tingkat umur 50-59 tahun
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Berjumlah 1.008 jiwa, penduduk dengan tingkat umur 60-69 tahun.

Berjumlah 998 jiwa, dan penduduk dengan tingakat uumur 70 tahun keatas

berjumlah 457 jiwa.*

3. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
No Aagama Jumlah
1 Islam 6.450
2 Protestan 589
3 Katolik 325
Jumlah

Dari tabel diatas bahwa dapat diketahui penduduk agama Islam

berjumlah 6. 458 jiwa, penduduk beragam protestan berjumlah 589 jiwa,

penduduk beragama katolik berjumlah 325 jiwa,*

4. Jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Belum Sekolah 900

2 Tamat SD 1.941
3 Tamat SLTP/Sederajat 910

4 Tamat SLTA/Sederajat 3.400
5 Buta Huruf -

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang belum

sekolah berjumlah 900 jiwa, penduduk dengan tingkat pendidikan tamatan

SD berjumlah 1.941, penduduk dengan tingkat pendidikan tamatan

SLTP/Sederajat 910 jiwa, penduduk dengan tingkat pendidikan tamatan

SLTA/Sederajat berjumlah 3.400.**

“2 | bid
3 ibid
*“ibid




5. Potensi Berdasarkan Mata Pencaharian Atau Pekerjaan Penduduk

Potensi Berdasarkan Mata Pencaharian Atau Pekerjaan Penduduk

Tabel 4.5
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No Mata pencaharian Jumlah
1 Petani 100
2 Nelayan 6
3 Pengusaha sedang/besar 26
4 Pengerajin industri kecil 7
5 Buruh industry 35
6 Buruh bangunan 2276
7 Buruh kebun 50
8 Pedagang 1.354
9 Pegawali negri 473
10 Peternak 36

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk dengan mata

berpencaharian petani 100 jiwa, penduduk dengan mata berpencaharian

nelayan berjumlah 6 jiwa, penduduk dengan mata berpencaharian

pengusaha besar atau sedang berjumlah 26 jiwa,penduduk dengan mata

berpencaharian industry kecil 7 jiwa, penduduk dengan mata pencaharian

buruh indistri 35 jiwa, penduduk dengan mata pencaharian buruh bangunan

2276 jiwa, penduduk yang bermata pencaharian buruh kebun berjumlah 50

jiwa, penduduk dengan mata pencaharian pedagang berjumlah 1.354 jiwa,

penduduk yang bermata pencaharian pegawai negri berjumlah 473 jiwa, dan

penduduk yang bermata pencahariannya peternak berjumlah 36 jiwa.

D. e-KTP
Kartu tanda Penduduk (KTP) merupakan suatu keterangan atau tanda
bukti yang memiliki oleh sikap individu dimanapun ia berada, KTP
merupakan suatu identitas pribadi sesorang yang bermukim disuatu tempat,
berdasarkan keputusan prisiden No. 52 tahun 1997 pasal yang berbunyi
setiap penduduk yang berusia 17 tahun atau yang menikah atau yang pernah
menikah wajib memilki kartu tanda penduduk (KTP), e-KTP elektronik
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adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau
pengadilan baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan
berbasis data base kependudukan nasional, penduduk haya diperolehkan
memiliki satu KTP yang tercantum nomor induk kependudukan (NIK), NIK
merupakan identitas tanggal setiap penduduk yang berlaku seumur hidup,
No NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan
paspor, Surat izin mengemudi (SIM), No pokok wajib pajak (NPWP),
sertufikat atas hak tanah dan penerbitan dokumentasi lainnya.

Autentifikasi kartu identitas (6-id) biasanya menggunakan biometric
yaitu ferifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karaktristik fisik atau
tingkah laku manusia, ada banyaknjenis pengamanan dengan cara ini antara
lain sidik jari (Fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah dan bentuk gigi
pada e-KTP yang digunakan adalah sidik jari, Proyek e-KTP dilatar
belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional dilndonesia yang
memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP, hal ini
disebabkan bahwa adanya basis terpadu yang menghimpun data-data
penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk
yang berbuat curang terhadap Negara menduplikasi KTPnya beberapa
diantaranya untuk digunakan hal-hal sebagai berikut.

1) Menghindari Pajak
2) Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota
3) Mengamankn korupsi

4) Menyembunyikan identitas

A. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meranti
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,
antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk
mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu
mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
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Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 - 2021, Visi Kabupaten
Kepulauan Meranti adalah:
“Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Kawasan Niaga
yang Maju dan Unggul dalam Tatanan Masyarkat yang Madani*
Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut
dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari
stakeholders, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kepulauan Meranti menetapkan Visi :
“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Tertib
Administrasi Kependudukan Berbasis Sistem Informasi Adminitrasi

Kependudukan”

Pernyataan Visi di atas bermakna, bahwa pelayanan administrasi
Kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib adalah administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil yang berlandaskan pada aturan yang
mempunyai kekuatan hukum pasti.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-
2021 dan Visi Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil, tugas pokok dan
fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil serta masukan-masukan dari
pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Meranti adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;

2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
dengan  mengoptimalisasikan  Sistem  Administrasi Informasi
Kependudukan (SIAK).*

* ibid
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1. Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meranti
a. Tugas, Fungsi dan Stukrutur Organisasi SKPD
Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada
dasarnya membantu Bupati dalam penyelengaraan  Administrasi
Kependudukan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai

berikut :
a. Perumusan kebjakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan
Sipil

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Kepala,
Sekretariat dan Bidang sebagai berikut:
1) Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan kebijakan
teknis daerah sesuai lingkup tugasnya.
2) Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok pengkoordinasian
Bidang-Bidang, perumusan, perencanaan program, evaluasi,
Pelaporan dan Administrasi Keuangan serta Administrasi Umum.
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan

rumah tangga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
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Pelaksanaa n administrasi keuangan;

Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi
dan hubungan masyarakat;

Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas
Bidang;

Pelaksanaan tugas—tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin

oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

a)

b)

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas

menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan
petunjuk teknis serta layanan dibidang Perencanaan dan
Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan-

bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
serta layanan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas menyiapkan

bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis serta layanan di bidang Administrasi Umum meliputi
menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan
masyarakat pengelolaan administrasi kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.*

b. Bidang Administrasi Kependudukan

Bidang Administrasi  Kependudukan mempunyai tugas

membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan sistem

informasi dan administrasi kependudukan.

% |bid
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Bidang Kependudukan mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan sistem informasi kependudukan, dan

2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Administrasi

Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

a. Seksi Informasi Kependudukan

b. Seksi Identitas Kependudukan

c. Seksi Mutasi dan Perpindahan Penduduk.*’

c. Bidang Pencatatan Sipil

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan Catatan sipil.

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1.
2.
3.

Pengelolaan administrasi kelahiran dan kematian penduduk,
Pengelolaan administrasi perkawinan dan perceraian. Dan
Pengelolaan ~ administrasi  pengakuan,  pengesahan, dan
pengangkatan anak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pencatatan Sipil
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

a) Seksi Kelahiran dan Kematian.

b) Seksi Perkawinan dan Perceraian.

c) Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

d. Bidang Data, Evaluasi dan Penyuluhan

Bidang Data, Evaluasi dan Penyuluhan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengumpulan dan

pengolahan data untuk menjadi bahan dokumentasi dan penyuluhan.

Bidang Data, Evaluasi dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan dokumentasi kependudukan.

2. Pengelolaan penyuluhan kependudukan. Dan,

3. Pengelolaan arsip dan evaluasi.

7 I bid
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Data, Evaluasi dan
Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh
a. Seksi Pengumpulan dan Pendataan.
b. Seksi Pengolahan.
c. Seksi Arsip dan Evaluasi.*®
2. Sumber Daya Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Kondisi umum pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 30
Orang PNS dan 84 Tenaga Honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat
tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Meranti

No Pegawai Jumlah (Orang)

1. PNS Dinas 20

2. PNS UPT 10

3. Honorer (Dinas, UPT dan Kecamatan) 84
Jumlah 114

Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf: Formasi
jabatan struktural yang terdiri dari eselon Il, 11l dan IV yang ada di
Dinas Kependudulan dan Pencatatan Sipil Meranti sebanyak 22 posisi.
namun dari 22 jabatan tersebut masih terdapat 5 kekosongan jabatan.
Selengkapnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.*

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Apabila dilihat dari
tingkat Pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil yang ada, maka status pendidikan paling rendah dan lebih
mendominasi  yaitu pendidikan SLTA sebanyak 12 orang.

Selengkapnya dapat dilihat tabel di bawah ini.*°

8 |bid
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b. Kondisi umum anggaran
Anggaran Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015 dan 2016
telah dituangkan dalam Dokumen Pekaksanaan Anggaran (DPA).
Besaran anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya
mengalami penurunan, semula tahun 2015 sebesar Rp. 4.873.327.900
terkena dampak rasionalisasi menjadi Rp. 4.415.184.600 atau
pengurangan +- 9% dengan realisasi Rp. 4.268.548.405 (96.68).
Untuk tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mendapat anggaran sebesar Rp. 2.988.265.525, turun sekitar 38%. >
c. Kondisi umum sarana kerja
Sarana kerja yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti masih sangat minim dan jauh
dari konsep pelayanan. Adapaun keadaan asset yang dimiliki Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari tabel berikut
ini:
Tabel 4.7
Sarana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Uraian Banyaknya Satuan
1 | Tanah m2

2 | Gedung 2 Unit

3 | Listrik 1 Jaringan
4 | Telepon 1 Jaringan
5 | Internet 1 Jaringan
6 | Area Parkir 1 Area

7 | Ruang Rapat 1 Ruangan
8 | Kendaraan Roda 4 1 Unit

9 | Kendaraan Roda 2 7 Unit

10 | Meja Rapat 1 Set

11 | AC 13 Unit

12 | Komputer PC 18 Unit

13 | Komputer Notebook 14 Unit

14 | Meja Kerja Buah

15 | Kursi Kerja Buah

%1 |bid
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No Uraian Banyaknya Satuan
16 | Filling Kabinet Unit

17 | Rak Arsip Unit

18 | Infokus 2 Buah

19 | Lemari Arsip Unit

20 | TV 3 Buah

21 | Kulkas 2 Buah

22 | Disepenser 4 Buah




